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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 42 TAHUN 2016
TENTANG

TATA CARA PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan
memenuhi kebutuhan formasi jabatan, kepada pegawai
negeri sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan
dapat diberikan kenaikan pangkat pilihan;

bahwa pemberian kenaikan pangkat pilihan salah
satunya diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
yang telah memperoleh dan/atau memiliki surat tanda
tamat belajar atau ijazah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara
Penyesuaian I[jazah di Lingkungan Kementerian

Perhubungan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);
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Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan
Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1844);



Menetapkan
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7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun
2015 tentang Profil Kompetensi Individu di Lingkungan
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 747);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA
CARA PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara
(ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan
atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara.

3. Penyesuaian ljazah adalah serangkaian proses seleksi,
pembekalan dan pelaksanaan ujian yang ditempuh PNS
yang telah memperoleh dan/atau memiliki surat tanda
tamat belajar atau ijazah dalam rangka memenuhi
kebutuhan formasi jabatan.

4. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau
dokumen sejenis yang dikeluarkan secara resmi/sah oleh
lembaga pendidikan yang berwenang, negeri atau swasta
yang menerangkan mengenai kelulusan seseorang atas
suatu jenjang pendidikan.

5. Memperoleh Ijazah adalah kondisi dimana PNS
memperoleh ijazah setelah menjadi PNS dan dibuktikan
dengan Surat Tugas Belajar dan/atau surat izin belajar

dari pejabat yang berwenang.
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10.

11.

12.

13.

14.

Memiliki Ijazah adalah kondisi dimana PNS memiliki
ijazah sebelum menjadi PNS dan dibuktikan dengan
Surat Keterangan Memiliki Ijazah.

Surat Tugas Belajar adalah dokumen dinas yang
diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS yang
ditugaskan untuk mengikuti pendidikan di lembaga
pendidikan formal dengan biaya dari pemerintah baik di
dalam maupun di luar negeri.

Surat Izin Belajar adalah dokumen dinas yang diberikan
oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang diizinkan
untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga
pendidikan.

Surat Keterangan Memiliki [jazah adalah dokumen yang
menerangkan tentang kepemilikan ijazah sebelum
diangkat menjadi PNS.

Standar Kompetensi Jabatan adalah ukuran kompetensi
tertentu yang ditetapkan sebagai patokan pada setiap
jenis jabatan, agar tugas dalam jabatan dapat
diselesaikan dengan baik.

Profil Kompetensi Individu adalah gambaran informasi
data dan informasi pengetahuan, keterampilan, dan
sikap perilaku setiap orang secara pribadi yang dapat
dinyatakan dengan fakta.

Pejabat  Pengelola  Kepegawaian adalah  Sekretaris
Inspektorat Jenderal/Sekretaris Direktorat Jenderal/
Sekretaris Badan/ Kepala Biro/ Kepala Pusat di lingkungan
Sekretariat Jenderal / Kepala Sekretariat KNKT/ Ketua
Mahpel / Kepala Badan Pengusahaan Batam.

Pemberian Kuasa adalah pemberian wewenang dari
pejabat yang lebih tinggi kedudukannya kepada pejabat
yang lebih rendah kedudukannya untuk dan atas nama
pejabat pemberi kuasa menyelenggarakan suatu urusan,
dan pejabat yang telah menerima kuasa tidak dapat
memberikan kuasa lagi kepada pejabat yang lain.

Analisis Jabatan adalah  proses pengumpulan,
pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan

menjadi informasi jabatan.
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15. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen
yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh
informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja

organisasi berdasarkan volume kerja.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk tertib
administrasi kepegawaian dan memberikan pedoman
bagi pegawai dalam penyelenggaraan Penyesuaian [jazah.
(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan
motivasi  pengembangan diri dan < mewujudkan
ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan

kebutuhan formasi jabatan dalam organisasi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini
meliputi:
a. kewenangan pelaksanaan Penyesuaian Ijazah;
b. kepanitiaan;
c. perencanaan Penyesuaian Ijazah;
d. tata cara Penyesuaian Ijazah;
e. pengecualian keikutsertaan dalam Penyesuaian l[jazah; dan

f. pengangkatan dalam jabatan baru.

BAB IV
KEWENANGAN PELAKSANAAN PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 4
Menteri Perhubungan memberikan kewenangan kepada
Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Kepegawaian dan

Organisasi untuk melaksanakan penyesuaian ijazah bagi PNS



